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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“It always seems impossible until it’s done.”

Nelson Mandela
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Kebijakan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening
dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
menimbulkan berbagai respons di masyarakat, terutama berkaitan dengan kepastian
hukum dan perlindungan hak warga negara. Hal ini menjadi penting untuk ditelaah
mengingat PPATK pada dasarnya dibentuk sebagai lembaga intelijen keuangan
yang menjalankan fungsi analisis dan koordinasi, bukan sebagai lembaga penegak
hukum yang memiliki kewenangan langsung terhadap hak keperdataan warga
negara. Dalam kerangka hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, PPATK berperan dalam menerima laporan, melakukan analisis
transaksi keuangan, serta menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak
hukum. Namun, praktik penghentian sementara transaksi atau pemblokiran
rekening memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan lembaga tersebut,
khususnya ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada hak milik nasabah
serta hubungan hukum antara bank dan nasabah yang bersifat keperdataan dan
berbasis kepercayaan.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif melalui
telaah terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Asasi
Manusia, serta peraturan pelaksana yang mengatur kedudukan dan kewenangan
PPATK. Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa secara kelembagaan PPATK
ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat analitis dan koordinatif, bukan sebagai
organ yang memiliki kewenangan administratif yang bersifat memaksa secara
langsung terhadap warga negara.

Kewenangan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening
tidak dapat diterapkan secara menyeluruh atau otomatis, melainkan hanya dapat
dilakukan secara terbatas apabila terdapat indikasi yang jelas bahwa transaksi atau
rekening tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Penerapan
kebijakan pemblokiran secara massal tanpa dasar hukum yang tegas berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengaburkan batas antara fungsi
intelijen keuangan dan tindakan penegakan hukum. Di sisi lain, hubungan hukum
antara bank dan nasabah menuntut penerapan prinsip kehati-hatian perbankan guna
melindungi kepentingan nasabah. Setiap tindakan yang membatasi akses nasabah
terhadap dananya harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan dasar
hukum yang jelas. Kebijakan pemblokiran rekening yang tidak disertai mekanisme
pengawasan dan pengendalian yang memadai berpotensi merugikan nasabah yang
tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
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Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, terlihat adanya kebutuhan
akan kejelasan pengaturan mengenai batas kewenangan PPATK dalam melakukan
penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening. Kejelasan ini penting
untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang tetap berjalan secara efektif, sekaligus tetap menghormati prinsip
negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
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ABSTRAK

Kebijakan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening dormant
oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan
perhatian publik, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hak warga
negara. PPATK pada dasarnya merupakan lembaga intelijen keuangan yang
menjalankan fungsi analisis dan koordinasi dalam rezim pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, praktik pemblokiran
rekening memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan PPATK, terutama
ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada hak milik nasabah serta
hubungan hukum antara bank dan nasabah yang bersifat keperdataan dan berbasis
kepercayaan.

Telaah terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa PPATK
secara kelembagaan tidak ditempatkan sebagai organ yang memiliki kewenangan
administratif yang bersifat memaksa secara langsung. Kewenangan penghentian
sementara transaksi atau pemblokiran rekening hanya dapat dilakukan secara
terbatas apabila terdapat indikasi yang jelas keterkaitannya dengan tindak pidana
pencucian uang. Penerapan kebijakan pemblokiran tanpa dasar hukum yang tegas
dan mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan
dan perlindungan hak milik warga negara.

Kata Kunci: PPATK, pemblokiran rekening, kewenangan administratif,.
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